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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan kontrak pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten 

Sumbawa Barat memiliki kesepakatan antara pihak-pihak seperti 

pengguna jasa (Muhammad Ismaun, ST selaku PPK Bendungan V, 

Bertindak selaku Agen Pemerintah Indonesia, c.q. Direktorat Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Umum Jenderal Sumber Daya 

Air c.q. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I) dan 

Penyedia Jasa (Ir. Pande Ketut Gede Karmawan sebagai Kuasa KSO  

bertindak sebagai Kuasa bertindak sebagai PP-MARFRI KSO sebagai 

Kerjasama Operasi (KSO) yang beranggotakan PT.PP (Persero).Tbk dan 

PT.MARFRIJAYA ABADI); Berdasarkan kontrak yang  disepakati  para 

pihak dalam kontrak yang tertuang dalam kontrak  pembangunan 

Bendungan Tiu Suntuk. Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai 

(PPN) yang ditentukan berdasarkan kuantitas dan total harga penawaran 

yang direvisi yang tercantum dalam daftar harga adalah Rp 

581.603.485.100,00,- (Lima ratus delapan puluh satu milyar enam ratus 

tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dengan kode 

akun kegiatan 534131. 
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2. Ketentuan dalam perjanjian jika terjadi wanprestasi dalam pembangunan 

Bendungan Tiu Suntuk antar PT. PP (Persero) Tbk Konstruksi dan 

Investasi yang membawahi kegagalan pembangunan  biasa disebut  

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mampu memberikan penilaian 

yang objektif, menjelaskan tanggung jawab para pihak  sebagai berikut: 

a. Tanggung Jawab Perencana Konstruksi 

Jika terjadi kegagalan konstruksi karena kesalahan dalam rencana 

konstruksi, kami akan bertanggung jawab atas kerusakan hanya sejauh 

rencana itu/tidak diubah. 

b. Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi 

Jika kegagalan konstruksi disebabkan oleh kelalaiannya, ia dapat 

dikenakan sanksi administratif dan  ganti rugi, dan sanksi dan  ganti rugi  

dikenakan kepada orang yang melakukan kontrak konstruksi dan/atau 

operasi perusahaan konstruksi.  

c. Tanggung Jawab Pengawas Konstruksi 

Jika pembangunan gagal karena kesalahan pengelola, maka akan 

dikenakan sanksi administrasi dan  ganti rugi. Pengenaan sanksi dan 

pembayaran ganti rugi dapat dikenakan kepada perseorangan 

perusahaan dan/atau badan pengelola gedung yang mengadakan kontrak 

konstruksi. 

B. Saran 

1. Pelaksanaan Kontrak Konstruksi  Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten 

Sumbawa Barat Para pihak mengetahui isi kontrak konstruksi dan pekerjaan 
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yang akan dilakukan, dan pihak konstruksi telah menjelaskan lebih detail isi 

kontrak atau konstruksi bendungan.meningkat. Karena bangunan dibangun 

sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan, tidak ada masalah default terkait 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi di masa depan.  

2. Kedua belah pihak bertanggung jawab sesuai  dengan isi  kontrak 

konstruksi, dan untuk memenuhi hak dan kewajiban  masing-masing pihak,  

setelah pelaksanaan kontrak konstruksi untuk membangun Tiu, setiap 

perselisihan atau perselisihan yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

salah satu pihak. Tidak masalah. Bendungan  di Dusun Hijrah, Desa 

Mujahidin, Kecamatan Berang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. 
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